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SINOPSIS

Buku Hukum Investasi dan Penanaman Modal disusun

berdasarkan RPS. Hukum Investasi dan Penanaman Modal

merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh dengan beban 2 sks.

Mata kuliah ini memberikan pemahaman terkait konsep serta asal

mula munculnya Hukum Investasi dan Penanaman Modal dalam

suatu negara Home Country untuk alih teknologi dan menciptakan

lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat. Dengan capaian

pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan Politik Hukum Invetestasi di Indonesia

2. Mampu menjelaskan Peran Hukum dalam Pembangunan
Investasi

3. Mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup aspek hukum

10.

investasi dan penanaman modal

Mampu menjelaskan perubahan paradigm Kebijakan Pemerintah
dalam pengaturan Investasi di Indonesia;

Mampu menjelaskan batasan Bidang usaha penanaman modal
dan peningkatan iklim usaha investasi;

Mampu menjelaskan kebijakan umum penanaman modal
(fasilatas, divestasi, perizinan dan HAT)

Mampu menjelaskan Investasi Langsung dan Tidak Langsung
(Direct-Inderect Invesment)

Mampu menjelaskan Jaminan dan Perlindungan Penanaman
Modal

Mampu menjelaskan perjanjian penanaman modal dan
penyelesaian sengketa penanaman modal

Mampu menjelaskan mengenai Good Governance, and Good
Corporate Governance Penanaman Modal.
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BAB |
POLITIK HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

A. PENGERTIAN POLITIK HUKUM

Politik hukum merupakan sebuat kegiatan berpikir dan berlogika
hukum yang bertujuan untuk /mencenakan dan membangun
kebijakan hukum (lus Constituendun) dan dengan cara bagaimana
penegakannya dilaksanakan ketika hukum tersebut berlaku sebagai
hukum positif.

Politik hukum di Indonesia merupakan suatu kebijakan dasar dalam
penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang
dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di
masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Jika dimaknai pengertian secara umum politik hukum itu merujuk
pada kebijakan yang diambil oleh negara dalam membentuk,
mengubah, atau menafsirkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu.
Istilah ini sering digunakan dalam konteks pengaturan regulasi dan
kerangka hukum yang disusun oleh pembuat kebijakan untuk
mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang
investasi.

1. Definisi Politik Hukum
Menurut Mahfud MD (2009), politik hukum dapat didefinisikan
sebagai "kebijakan hukum yang hendak atau telah dilaksanakan
oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional."
Politika hukum mencakup proses legislasi, penegakan hukum,
dan interpretasi hukum oleh lembaga-lembaga negara, yang
semuanya diarahkan pada satu tujuan tertentu—dalam hal ini,
politik hukum investasi bertujuan untuk mendorong investasi di

dalam negeri dengan menciptakan lingkungan hukum yang
kondusif.

2. Fungsi dan Peran Politik Hukum dalam Investasi
Politik hukum investasi bertujuan untuk menciptakan kepastian
hukum, melindungi investor dari risiko yang tidak terprediksi,
serta mengurangi hambatan-hambatan hukum yang menghalangi

masuknya investasi. Mertokusumo (2015) menekankan bahwa
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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politik hukum pada dasarnya merupakan "arah kebijakan dasar
yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan tata kehidupan
yang diinginkan." Dalam konteks investasi, ini berarti
pembentukan peraturan yang mendukung iklim investasi yang
stabil, baik dari segi perlindungan investor maupun kemudahan
regulasi bisnis.

3. Unsur-unsur Politik Hukum

Menurut Ridwan (2008), politik hukum terdiri dari tiga unsur

penting, yaitu:

a. Kebijakan Legislasi, yakni bagaimana pemerintah
mengatur melalui  pembuatan undang-undang yang
mendukung investasi.

b. Kebijakan Yudisial, meliputi penegakan hukum oleh
lembaga peradilan yang memberikan kepastian dan rasa
keadilan bagi pelaku usaha.

c. Kebijakan Eksekutif, yaitu kebijakan yang diambil oleh
pemerintah dalam pelaksanaan regulasi dan peraturan yang
mendorong lingkungan investasi yang kondusif.

4. Perkembangan Politik Hukum Investasi di Indonesia

Di Indonesia, politik hukum investasi mengalami beberapa fase
perkembangan. Butt (2010) menunjukkan bahwa pada masa
Orde Baru, politik hukum diarahkan untuk mendukung investor
asing dengan pemberian insentif dan kepastian hukum melalui
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
Namun, setelah Reformasi 1998, kebijakan investasi lebih
ditekankan pada pemerataan dan pemberdayaan ekonomi dalam
negeri, sebagaimana tercermin dalam UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal.

Mahfud MD (2009) juga menyatakan bahwa setelah Reformasi,
politik hukum investasi mulai mengedepankan prinsip
transparansi dan akuntabilitas, yang bertujuan untuk mengurangi
praktik korupsi dan meningkatkan daya tarik investasi di
Indonesia.

5. Tujuan dan Orientasi Politik Hukum dalam Investasi
Tujuan dari politik hukum investasi adalah untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional dengan menarik lebih banyak
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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investor, baik domestik maupun asing. Selain itu, politik hukum
juga berorientasi pada perlindungan hak-hak investor,
penyediaan infrastruktur hukum yang kuat, dan penciptaan
regulasi yang lebih sederhana. Lubis (2013) menyebutkan
bahwa "politik hukum yang baik dalam sektor investasi akan
menciptakan stabilitas, kepastian hukum, dan meningkatkan
daya saing suatu negara di mata investor."

6. Politik Hukum Investasi dalam Era Globalisasi

Dalam era globalisasi, politik hukum investasi menjadi semakin
penting karena persaingan antarnegara untuk menarik investasi
semakin ketat. Negara-negara berlomba-lomba menawarkan
berbagai insentif, seperti tax holiday, kemudahan perizinan, dan
perlindungan hukum yang lebih baik bagi investor. Sari (2016)
berpendapat bahwa "globalisasi menuntut negara untuk
memperbaiki iklim investasinya dengan menerapkan politik
hukum yang pro-investasi dan berorientasi pada integrasi
ekonomi global."

7. Tantangan Politik Hukum Investasi

Politik hukum investasi dihadapkan pada beberapa tantangan

besar, antara lain:

a. Kepastian Hukum: Banyak investor menuntut kepastian
hukum yang stabil dan konsisten dalam rangka menjaga
prediksi keuntungan dari investasi mereka.

b. Birokrasi: Birokrasi yang rumit seringkali menjadi
hambatan bagi investor, terutama dalam hal perizinan usaha.
Oleh karena itu, simplifikasi regulasi melalui Omnibus Law
yang disahkan pada tahun 2020 menjadi salah satu langkah
strategis dalam reformasi polittk hukum investasi di
Indonesia.

c. Korupsi: Praktik korupsi yang masih marak dapat
mengurangi kepercayaan investor terhadap sistem hukum di
suatu negara. Politik hukum harus berupaya untuk
menciptakan sistem yang lebih transparan dan bebas korupsi.

8. Politik Hukum dan Investasi Asing
Untuk mendorong investasi asing, politik hukum harus
memastikan bahwa investor asing diperlakukan secara adil dan
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan investor
domestik. Menurut Sharma (2011), "kebijakan politik hukum
yang diskriminatif terhadap investor asing dapat mengakibatkan
penurunan minat investasi." Oleh karena itu, undang-undang
yang mengatur investasi harus disesuaikan dengan standar
internasional agar Indonesia tetap kompetitif di pasar global.

9. Peran Pemerintah dalam Politik Hukum Investasi
Pemerintah memegang peran penting dalam membentuk politik
hukum yang menguntungkan bagi investasi. Fadli (2019)
menegaskan bahwa "politik hukum yang efektif harus
melibatkan sinergi antara berbagai lembaga pemerintah, mulai
dari pembuat kebijakan hingga penegak hukum, untuk
menciptakan lingkungan yang ramah investasi." Peran aktif
pemerintah terlihat dalam berbagai kebijakan reformasi hukum
yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya tarik investasi di
Indonesia.

10. Implikasi Politik Hukum terhadap Investasi

Implikasi dari politik hukum investasi yang efektif meliputi
peningkatan  jumlah investasi asing langsung (FDI),
pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, dan terbukanya
lapangan pekerjaan baru. Hill (2015) mencatat bahwa "politik
hukum yang pro-investasi memiliki korelasi positif dengan
pertumbuhan ekonomi, karena menciptakan lingkungan yang
lebih kondusif bagi investor."

B. POLITIK HUKUM INVESTASI

Politik hukum investasi merupakan kebijakan hukum yang
dirancang untuk mendorong, mengatur, dan mengawasi kegiatan
investasi dalam suatu negara. Tujuan dari politik hukum investasi
adalah menciptakan kepastian hukum, melindungi investor, dan
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Politik
hukum ini meliputi pembuatan regulasi yang menguntungkan bagi
investor domestik dan asing, serta reformasi kebijakan untuk
menciptakan iklim investasi yang stabil dan transparan.

1. Konsep Politik Hukum Investasi
Menurut Mahfud MD (2009), politik hukum investasi adalah

UNIVERSIVLPﬂgi(M]ESA% A)ﬁggk hukum nasional yang bertujuan untuk
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mendorong masuknya investasi melalui pengaturan hukum yang
adil dan kondusif." Di Indonesia, politik hukum investasi sering
kali dikaitkan dengan perubahan undang-undang investasi, baik
dalam rangka memberikan insentif kepada investor maupun
untuk meningkatkan daya saing negara di pasar global.

Sedangkan Ridwan (2008) menekankan bahwa politik hukum
investasi merupakan upaya negara untuk mengatur peran serta
investor dalam pembangunan ekonomi dengan menyediakan
regulasi yang jelas, mengurangi hambatan birokrasi, dan
memastikan bahwa hak-hak investor dilindungi secara hukum.
Kebijakan ini penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan
meningkatkan daya saing global.

2. Kebijakan dan Regulasi Investasi di Indonesia

Di Indonesia, regulasi yang mengatur investasi mengalami
perubahan signifikan pasca-Reformasi. Undang-Undang No. 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi kerangka
hukum utama yang mengatur segala bentuk penanaman modal,
baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan ini juga
didukung oleh reformasi birokrasi dalam pelayanan investasi,
seperti penyederhanaan perizinan melalui sistem Online Single
Submission (OSS) yang diluncurkan pada 2018 (Fadli, 2019).

Sebelum diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007, regulasi
investasi di Indonesia terpecah-pecah antara penanaman modal
dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).
Setelah reformasi, regulasi ini disatukan untuk menciptakan
kesetaraan bagi semua investor. Hill (2015) mencatat bahwa
integrasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan
arus masuk investasi asing langsung (FDI), karena menciptakan
kepastian dan kemudahan bagi para investor.
3. Politik Hukum dalam Menarik Investasi Asing
Salah satu aspek terpenting dalam politik hukum investasi
adalah daya tarik yang ditawarkan kepada investor asing.
Sharma (2011) menjelaskan bahwa kebijakan investasi yang
terbuka dan pro-investor asing merupakan faktor penting yang
memengaruhi aliran modal internasional. Negara-negara yang
menawarkan insentif fiskal, seperti tax holiday atau
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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pengurangan pajak, cenderung lebih kompetitif dalam menarik
investor asing.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi
asing melibatkan penyusunan regulasi yang lebih ramah
terhadap investor. Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)
yang disahkan pada tahun 2020 menjadi salah satu contoh
langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan fleksibilitas
dan kemudahan bagi investasi asing dengan menyederhanakan
regulasi dan mempercepat proses perizinan usaha. Sari (2020)
berpendapat bahwa "Omnibus Law menciptakan lingkungan
investasi yang lebih terbuka dan bersaing secara global."

4. Peran Pemerintah dalam Politik Hukum Investasi
Pemerintah memiliki peran penting dalam pembentukan politik
hukum investasi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini,
pemerintah bertanggung jawab dalam merancang kebijakan
yang mendukung iklim investasi, melindungi hak investor, dan
menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Lubis (2013)
menyatakan bahwa "kebijakan investasi yang disusun
pemerintah harus berorientasi pada kepentingan jangka panjang,
menciptakan stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan
investor terhadap sistem hukum."

Reformasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS)
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki
iklim investasi di Indonesia. Sistem ini memungkinkan investor
untuk mengajukan izin secara daring dan terintegrasi, sehingga
mempercepat proses perizinan dan mengurangi praktik korupsi.
Butt (2010) mencatat bahwa birokrasi yang panjang dan korupsi
yang merajalela adalah salah satu hambatan utama bagi investor
asing di Indonesia. Melalui OSS, pemerintah berharap dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan
publik.

5. Politik Hukum dalam Menghadapi Tantangan Global
Dalam era globalisasi, politik hukum investasi harus mampu
beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang terus
berubah. Negara-negara di seluruh dunia berlomba untuk

menarik investasi asing dengan menawarkan berbagai insentif,
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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sementara persaingan semakin ketat. Di Indonesia, tantangan ini
diperparah  oleh adanya ketidakpastian regulasi dan
ketidakstabilan politik yang dapat menghambat arus investasi.

Fadli (2019) menyebutkan bahwa "negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia, perlu memperbaiki sistem hukum dan
birokrasi agar lebih kompetitif di pasar global." Salah satu upaya
yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah memperkuat
hubungan bilateral dengan negara-negara lain melalui perjanjian
perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi yang mendukung
arus masuk investasi.

6. Politik Hukum dalam Sektor-sektor Strategis

Politik hukum investasi di Indonesia juga melibatkan pengaturan
sektor-sektor strategis yang dianggap krusial bagi perekonomian
nasional, seperti pertambangan, infrastruktur, dan teknologi.
Sektor-sektor ini sering kali mendapatkan perhatian khusus
dalam regulasi investasi, termasuk pemberian insentif dan
perlindungan hukum yang lebih besar. Hill (2015) menekankan
bahwa sektor-sektor strategis seperti energi dan teknologi
informasi memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing
jika regulasi yang diterapkan cukup ramah dan terbuka.

Dalam sektor infrastruktur, misalnya, pemerintah Indonesia
telah  memperkenalkan  berbagai  program  percepatan
pembangunan infrastruktur, yang menarik minat investor asing
untuk berinvestasi dalam proyek-proyek besar. Fadli (2019)
menyebutkan bahwa "pembangunan infrastruktur yang masif di
Indonesia memberikan peluang investasi yang besar, namun
juga  membutuhkan regulasi yang mendukung dan
meminimalkan risiko bagi investor."

7. Politik Hukum dalam Perlindungan Investor
Perlindungan investor merupakan salah satu elemen penting
dalam politik hukum investasi. Investor, baik domestik maupun
asing, membutuhkan jaminan bahwa hak-hak mereka akan
dilindungi oleh hukum, terutama dalam hal perlindungan aset,
penyelesaian sengketa, dan kepastian kontrak. Sari (2016)
mencatat bahwa "negara-negara yang memberikan perlindungan
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hukum yang kuat terhadap investor cenderung lebih berhasil
dalam menarik investasi jangka panjang."

Di Indonesia, perlindungan investor diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini
bertujuan untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa
yang adil dan efisien, baik melalui pengadilan nasional maupun
internasional.

8. Kepastian Hukum sebagai Pilar Politik Hukum Investasi
Kepastian hukum merupakan faktor krusial dalam keberhasilan
politik hukum investasi. Investor membutuhkan lingkungan
hukum yang stabil dan konsisten untuk dapat melakukan
perencanaan jangka panjang. Butt (2010) menyatakan bahwa
"ketidakpastian regulasi dan perubahan hukum yang mendadak
dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan
mengurangi minat mereka untuk berinvestasi." Oleh karena itu,
salah satu prioritas utama dalam politik hukum investasi adalah
menciptakan stabilitas regulasi dan menegakkan hukum secara
konsisten.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kepastian hukum bagi
investor dilakukan melalui penyederhanaan regulasi dan
reformasi birokrasi, termasuk melalui penyusunan UU Cipta
Kerja (Omnibus Law). Kebijakan ini bertujuan untuk
mengurangi hambatan-hambatan birokrasi dan menciptakan
kepastian bagi para pelaku usaha.

9. Pengaruh Politik Hukum Investasi terhadap Ekonomi
Kebijakan politik hukum investasi yang efektif memiliki
dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara-
negara yang berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif
cenderung mengalami peningkatan arus investasi, yang pada
gilirannya meningkatkan lapangan kerja, memperkuat
infrastruktur, dan mendorong inovasi teknologi. Lubis (2013)
mencatat bahwa "investasi yang masuk ke dalam negeri dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jika
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diiringi dengan kebijakan politik hukum yang pro-investasi dan
berorientasi pada pembangunan jangka panjang."

Selain itu, politik hukum investasi juga memiliki dampak
terhadap distribusi kekayaan dan pembangunan daerah. Dengan
menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor-sektor
strategis seperti infrastruktur dan energi, pemerintah dapat
mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang kurang
berkembang.

C. POLITIK HUKUM INVESTASI DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DASAR
HUKUMNYA

Politik hukum investasi di Indonesia sangat berkaitan erat dengan
kerangka peraturan perundang-undangan yang ada. Kerangka ini
memberikan dasar hukum bagi semua aktivitas investasi, baik dalam
negeri maupun asing, sekaligus mencerminkan kebijakan negara
dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Setiap regulasi
yang dihasilkan merupakan cerminan dari politik hukum yang
dirancang pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan, seperti
pertumbuhan  ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan
pengembangan sektor-sektor strategis.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia, termasuk

dalam mengatur segala bentuk kebijakan investasi. Pasal-pasal

dalam UUD 1945 yang terkait dengan politik hukum investasi yaitu

Pasal 33 yang menyatakan bahwa:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
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dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
dalam undang-undang

Jika kita memaknai Pasal 33 Ayat (4) yang mengatur bahwa
perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional. Hal ini mencakup bagaimana negara dapat membentuk
kebijakan untuk menarik investasi, namun tetap menjaga
keseimbangan antara kepentingan publik dan sektor swasta.

Dalam hal investasi;, UUD 1945 memberikan landasan
konstitusional bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengendalikan sektor ekonomi, termasuk sektor
investasi, demi tercapainya kemakmuran rakyat. Prinsip ini
diimplementasikan dalam berbagai undang-undang dan peraturan di
bawahnya.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
adalah salah satu regulasi utama yang menjadi dasar hukum bagi
investasi di Indonesia. UU ini menyatukan pengaturan tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal
Asing (PMA), yang sebelumnya diatur dalam dua peraturan
terpisah. Beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang
ini antara lain:

a. Kepastian Hukum: UU ini memberikan kepastian hukum bagi
para investor dengan memberikan perlindungan terhadap aset
dan hak-hak mereka. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih
banyak investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Keadilan: UU ini juga memastikan bahwa tidak ada
diskriminasi antara investor asing dan domestik dalam hal
regulasi dan perizinan, kecuali dalam sektor-sektor tertentu yang
diatur secara khusus oleh pemerintah.
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Dalam perspektif politik hukum, UU ini mencerminkan strategi
pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka,
dengan memberikan kemudahan perizinan, insentif, dan jaminan
perlindungan hukum bagi investor. Lubis (2013) menyebut bahwa
UU No. 25 Tahun 2007 berperan penting dalam reformasi investasi
di Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi Asia yang menuntut
perbaikan iklim investasi.

2.1. Latar Belakang Sejarah UU Penanaman Modal di
Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi ekonomi
yang besar, terutama karena kekayaan sumber daya alam yang
melimpah dan populasi yang besar. Namun, potensi ini tidak dapat
dioptimalkan tanpa investasi yang memadai. Penanaman modal
menjadi  salah satu instrumen penting untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sejak
kemerdekaannya, pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya
investasi asing maupun domestik dalam pembangunan ekonomi. Hal
ini terlihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan, salah
satunya adalah Undang-Undang (UU) Penanaman Modal.

Sebelum adanya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
kerangka hukum yang mengatur investasi di Indonesia cukup
beragam dan sering kali tidak sinkron antara satu kebijakan dengan
kebijakan lainnya. Salah satu undang-undang yang mendasari
investasi di Indonesia sebelum 2007 adalah UU No. 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua UU ini merupakan
tonggak awal dalam upaya menarik investasi baik asing maupun
dalam negeri, namun dalam perkembangannya dinilai kurang
relevan dengan dinamika globalisasi ekonomi dan persaingan
internasional pada awal abad ke-21.

Seiring perkembangan ekonomi global, Indonesia menghadapi
berbagai tantangan dalam menarik investor asing dan menjaga
kompetitivitas di kancah internasional. Pada era 1990-an hingga
awal 2000-an, banyak negara di kawasan Asia Tenggara mulai
membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan

reformasi hukum investasi untuk meningkatkan daya saing mereka.
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Indonesia pun harus mengikuti tren ini agar tidak tertinggal. Hal
inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan
reformasi di sektor penanaman modal dengan mengeluarkan UU
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pada awal 2000-an, Indonesia mulai mempertimbangkan kebutuhan
untuk memperbarui kerangka hukum penanaman modal. Hal ini
didorong oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya persaingan
antar negara untuk menarik investasi asing, tuntutan akan
keterbukaan ekonomi, dan perlunya menciptakan iklim investasi
yang lebih kondusif dan ramah terhadap investor. Proses
pembentukan UU No. 25 Tahun 2007 dimulai dengan kajian
mendalam terhadap kerangka hukum investasi yang berlaku
sebelumnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun
1968. Pemerintah merasa bahwa kedua UU tersebut sudah tidak lagi
relevan dengan situasi global, terutama dalam hal persaingan
investasi internasional dan kebutuhan akan integrasi ekonomi yang
lebih baik.

Pada tahun 2005, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
bekerja sama dengan kementerian terkait serta lembaga
internasional, mulai menyusun draf undang-undang yang baru.
Salah satu fokus utama dalam penyusunan ini adalah memperbaiki
regulasi yang dianggap kurang jelas dan sering kali tumpang tindih.
Selain itu, pemerintah juga ingin menciptakan kerangka hukum
yang lebih transparan, jelas, dan memberikan perlindungan yang
cukup bagi investor.

Proses pembahasan RUU Penanaman Modal di DPR berlangsung
selama beberapa tahun, di mana berbagai pihak baik dari kalangan
pengusaha, lembaga internasional, maupun akademisi turut
memberikan masukan. Akhirnya, pada tanggal 26 April 2007, DPR
mengesahkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
UU ini secara resmi menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 dan UU
No. 6 Tahun 1968, dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi
yang lebih menarik, memperjelas hak dan kewajiban investor, serta
memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

UU No. 25 Tahun 2007 memiliki beberapa tujuan utama yang ingin
dicapai, di antaranya:
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1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui
peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar
negeri.

2. Meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi,
khususnya di tengah persaingan global yang semakin ketat.

3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan stabil
bagi investor, baik investor asing maupun domestik.

4. Memastikan perlindungan hukum bagi investor dengan
memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban
mereka.

5. Mengutamakan pemerataan pembangunan di seluruh
wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah tertinggal, melalui
investasi yang diarahkan secara strategis.

UU ini mencakup berbagai aspek penanaman modal, mulai dari
perizinan, hak-hak dan kewajiban investor, insentif dan kemudahan
bagi investor, hingga sanksi bagi pelanggaran ketentuan penanaman
modal. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah kesetaraan
perlakuan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman
modal asing. Ini bertujuan untuk mendorong investor domestik
sekaligus menarik minat investor asing dengan memberikan
perlakuan yang adil dan sama.

Dalam hal perizinan, UU No. 25 Tahun 2007 juga memberikan
kewenangan kepada BKPM sebagai badan yang berwenang dalam
mengkoordinasikan, memantau, serta memberikan izin bagi
penanaman modal di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk
menyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya dinilai cukup
rumit dan memakan waktu lama.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan
tonggak penting dalam sejarah regulasi investasi di Indonesia. UU
ini menggantikan kerangka hukum yang sudah ketinggalan zaman
dan berusaha menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif,
transparan, dan kompetitif. Meskipun terdapat beberapa tantangan
dalam pelaksanaannya, UU ini berhasil meningkatkan jumlah
investasi yang masuk ke Indonesia dan berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi nasional.
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Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia terus melakukan
evaluasi dan revisi terhadap regulasi investasi untuk menyesuaikan
dengan dinamika global. Pengesahan UU Cipta Kerja pada tahun
2020 menandai upaya terbaru pemerintah dalam memperbaiki iklim
investasi dan menciptakan regulasi yang lebih fleksibel dan ramah
investor. Dengan demikian, regulasi investasi di Indonesia
diharapkan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan
ekonomi global yang dinamis.

Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang
dikenal sebagai Omnibus Law, merupakan langkah besar
pemerintah dalam mereformasi regulasi di berbagai sektor, termasuk
investasi. UU ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan
usaha, mengurangi regulasi yang tumpang tindih, serta menciptakan
iklim investasi yang lebih kondusif.

a. Perizinan Berbasis Risiko: Omnibus Law memperkenalkan
konsep perizinan berbasis risiko, di mana tingkat risiko suatu
usaha akan menentukan jenis izin yang diperlukan. Usaha
berisiko rendah hanya memerlukan pendaftaran, sementara
usaha dengan risiko lebih tinggi memerlukan perizinan yang
lebih ketat.

b. Insentif Investasi: UU ini memberikan sejumlah insentif bagi
investor, terutama dalam bidang perpajakan dan kemudahan
perizinan. Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing
Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI).

Sharma (2020) berpendapat bahwa Omnibus Law menciptakan
iklim yang lebih fleksibel bagi investor, terutama dengan
penyederhanaan birokrasi dan reformasi peraturan yang lebih ramah
terhadap pelaku usaha.
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Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
dicabut dengan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang
dikenal dengan Online Single Submission (OSS), ini diubah
dengan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan implementasi dari
kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat
proses perizinan bagi pelaku usaha. Sistem OSS merupakan
platform daring yang memungkinkan para pelaku usaha mengajukan
izin usaha secara lebih cepat dan transparan.

a. Transparansi dan Aksesibilitas: Dengan adanya OSS,
perizinan usaha dapat diajukan dan dipantau secara daring,
sehingga mengurangi interaksi langsung yang berpotensi
menciptakan hambatan birokrasi dan praktik korupsi.

b. Efisiensi Proses Perizinan: OSS juga bertujuan untuk
mengintegrasikan seluruh layanan perizinan dari tingkat pusat
hingga daerah, sehingga mempercepat proses dan memudahkan
investor dalam mengajukan izin usaha.

Dari perspektif politik hukum, Butt (2018) menyatakan bahwa OSS
adalah bagian dari upaya besar pemerintah untuk memperbaiki
sistem birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam menarik
investasi, terutama investasi asing.

2. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 mengatur tentang bidang-

bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal di

Indonesia. Salah satu perubahan penting dalam regulasi ini adalah

dibukanya lebih banyak sektor usaha bagi investasi asing, dengan

beberapa pengecualian untuk sektor-sektor strategis tertentu yang

tetap dikuasai oleh negara.

a. Daftar Positif Investasi: Sebelum berlakunya Perpres ini,
banyak sektor yang tertutup atau dibatasi bagi investasi asing.

Namun, dengan hadirnya daftar positif investasi, lebih banyak
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sektor yang dibuka untuk investasi asing, termasuk sektor-sektor
penting seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan teknologi.

b. Penguatan Sektor UMKM: Perpres ini juga memberikan porsi
yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) dalam persaingan dengan investor besar, melalui
berbagai insentif dan dukungan.

Hill (2021) mencatat bahwa Perpres ini menjadi langkah penting
dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan
mendorong investasi asing, terutama di sektor-sektor yang
membutuhkan modal besar.

3. Peraturan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM)

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas koordinasi
penanaman modal di Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) mengeluarkan berbagai peraturan yang berfungsi
untuk mengatur pelaksanaan investasi, memberikan panduan teknis
kepada investor, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
penanaman modal. BKPM juga berfungsi sebagai pintu masuk
utama bagi para investor untuk memperoleh informasi dan layanan
terkait investasi di Indonesia.

BKPM bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam
menyusun kebijakan investasi dan memberikan pelayanan kepada
investor. Dalam politik hukum investasi, peran BKPM sangat
penting dalam memastikan implementasi kebijakan investasi
berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Jadi dalam perspektif peraturan perundang-undangan, politik hukum
investasi di Indonesia diarahkan pada penciptaan iklim investasi
yang lebih terbuka, efisien, dan kompetitif. Berbagai undang-
undang, mulai dari UUD 1945, UU Penanaman Modal, hingga
Omnibus Law, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah
untuk menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Selain itu, sistem OSS dan daftar positif investasi semakin
memperkuat komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan
bisnis yang ramah bagi investor. Kebijakan ini merupakan
UNIV]%@I?K@W gf‘fi/ﬁ&lgik hukum yang bertujuan untuk mendorong
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